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MUH. TRIOCSA TAUFIQ ZULKARNAIN (B 111 10 488), Tinjauan Sosiologi 
Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Oleh Massa 
Terhadap Pelaku Kejahatan Di Kota Makassar, dibimbing oleh Bapak Arfin 
Hamid sebagai Pembimbing I dan Bapak Hasbir Paserangi sebagai 
Pembimbing II 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi massa dalam berperilaku main hakim sendiri di kota Makassar 
dan bagaimana upaya penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah 
terjadinya tindakan main hakim sendiri di kota Makassar, adapun masalah yang 
dibahas adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi massa dalam berperilaku 
main hakim sendiri dan bagaimana upaya penegak hukum dalam 
mengantisipasi/mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara langsung dengan sejumlah pihak kepolisian dan masyarakat, 
selain itu penelitian ini dilakukan melalui studi keperpustakaan dengan membaca 
ataupun menganalisa bahan-bahan  yang tertulis yang ada kaitannya dengan 
judul. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi 
terjadinya tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) oleh masyarakat : a) 
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law   enforcement) 
oleh aparat penegak hukum, b) Faktor psikologi sosial, masyarakat cenderung 
emosional terhadap pelaku kejahatan, c) Masyarakat awam terhadap persoalan 
hukum, tidak mengetahui kalau tindakan main hakim sendiri itu merupakan suatu 
bentuk tindak pidana. (2) Upaya penegak Hukum dalam 
mencegah/mengantispasi terjadinya    tindakan main hakim sendiri : a) Upaya 
pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh penegak hukum dalam menanamkan 
nilai atau norma khususnya kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi 
hukum terhadap masyarakat, mengajak masyarakat untuk taat hukum, menjalin 
kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat, b) Upaya dalam menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan 
maka kepolisian harus sigap dalam mencegah terjadinya tindakan main hakim 
sendiri dengan rutin melakukan patroli untuk mengawasi kondisi keamanan 
masyarakat. c) Penegak hukum harus menangkap dan memidanakan pelaku 
tindakan main hakim sendiri khususnya pelaku yang diduga menjadi provokator 
sehingga masyarakat tidak terpancing untuk melakukan tindakan main hakim 
sendiri. 
 Disarankan agar aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional 
dalam menangani kasus tindakan main hakim sendiri, dalam arti aparat hukum 
tidak hanya sekadar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera 
dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini, dan aparat 
hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam  penegakan hukum 
dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat secara langsung  dan menjadi 
contoh atau teladan bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan terhadap hukum, 
serta perlunya menindak tegas oknum-oknum atau kelompok yang sering terlibat 
dalam melakukan kejahatan di kota Makassar dengan cara seperti itu maka 
selain memberikan jaminan rasa aman akan dapat meningkatkan kepercayaan 
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A. Latar Belakang Masalah  
Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum. 
Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah 
semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat  perlengkapan Negara, segala 
sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga 
negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua 
harus punya legitimasi secara hukum. Walaupun pandangan ini diklaim 
merupakan representasi dari sebuah pemahaman hukum yang cenderung 
positivistik, sebuah pemahaman yang lebih yuridis dogmatik. Postivistik 
yang terkenal adalah Hans Kelsen dengan sebuah pemahaman yang 
memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, hukum harus berdiri 
sendiri, terlepas dari semua anasir-anasir sosial, politik dan ekonomi. 
Salah satu eksponen positivistik yang disebut sebelumnya adalah Hans 
Kelsen dengan teori hukum murninya “The pure teory of law”. Sementara 
terjadi perubahan pandangan secara revoluisoner pada awal abad ke 19 
yang membawa pengaruh dalam berbagai bidang termasuk hukum. Salah 
satunya yang ikut terpengaruh adalah pandangan positivistik atau 
paradigma yang meilihat hukum sebagai sebuah norma tertulis “Law In 
text.  
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 Pengaruh dalam bidang keilmuan hukum tersebut mengarah 
kepada cara pandang hukum yang bermula sifatnya abstrak dan formal 
legalitas menuju kepada suatu cara pandang yang bersifat sosiologis, 
yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Mulai dari mazhab sejarah yang 
dipelopori oleh Von Savigny, telah mulai menarik perhatian banyak orang 
dari suatu analisis hukum yang bersifat abstrak dan ideologis kepada 
suatu analisis hukum yang difokuskan pada lingkungan sosial yang 
membentuknya. Pokok pikiran Savigni adalah hukum merupakan 
perwujudan dari kesadaran masyarakat (Volksgeist). Ia juga berpendapat 
bahwa hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan 
berasal dari pembentuk undang-undang. Mazhab sejarah ini kemudian 
membukan jalan bagi timbulnya aliran-aliran sociological jurisprudence, 
yang kemudian juga membawa pengaruh besar terhadap ilmu-ilmu sosial, 
dan proses kelahiran sosiologi. Dalam pandangan sosiologi hukum hanya 
dipandang sebagai sebagai sebuah akibat dari gejala sosial.  
 Karakteristik dalam aliran sosiologi, hukum yang baik haruslah 
hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini 
memisahkan secara tegas antara hukum positif (the positive law) dan 
hukum yang hidup (the living law). Ketika hukum positive cenderung 
berpandangan yuridis dogmatik, sedangkan sosiologisme hukum 
berpandangan empiris. Mereka ingin melakukan pemahaman secara 
sosiologis terhadap fenomena hukum. Jadi sosiologi lebih kepada 
“Interpretative under standing of social conduct (Suatu usaha untuk 
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memahami objeknya dari segi tingkah laku social) yang meliputi: causes, 
its course, dan its effects. Fenomena hukum dari sudut pandang 
sosiologis ini adalah gejala-gejala yang mengandung stereotip, baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis (Ahmad Ali 2002:214). 
 George Ritzer mengatakan bahwa semua bidang intelektual 
dibentuk dan disetting oleh kondisi sosial, di mana hal terutama berlaku 
untuk sosiologi. Salah satu karya terbaiknya adalah pembahasan 
komprehensif tentang sosiologi sebagai objek ilmu pengetahuan dalam 
bukunya teori sosiologi modern. Salah satu fenomena yang menjadi 
permasalahan dalam hukum adalah Eigenrichting atau main hakim sendiri. 
Fenomena ini dari sudut pandang sosiologis hanya dipandang sebagai 
sebuah gejala sosial, di mana seseorang atau sekelompok orang 
cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang 
sifatnya normatif. Salah satu bentuk Eigenrichting adalah pemukulan yang 
sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pemukulan atau 
pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa 
dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku 
kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang 
diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak 
ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil 
tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya 
melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi 
memberikan ancaman secara fisik.  
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 Menurut R. Soesilo (1988) menyatakan bahwa orang dapat 
mengatakan bahwa dirinya dalam "keadaan darurat” dan tidak dapat 
dihukum itu harus dapat memenuhi tiga syarat. Pertama, perbuatan itu 
harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau 
pembelaan itu haruslah amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. 
Harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan 
serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, 
orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Bila penyerang 
dapat dibuat tidak berdaya misalnya, berarti pembelaan dengan 
kekerasan itu tidak dapat dipandang sebagai bela paksa. Kedua, 
pembelaan itu hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan 
yang disebut dalam pasal 49 itu, yaitu badan, kehormatan (dalam arti 
seksual) dan barang diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, harus ada 
serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-
konyong atau ketika itu juga. Jika, misalnya seorang pencuri dan 
barangnya telah tertangkap, sehingga orang tidak boleh membela dengan 
memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan 
sama sekali dari pihak pencuri.  
Aturan mengenai dasar penghapus pidana itu juga dikenal dalam 
hukum pidana negara-negara lain. Dengan aturan-aturan tersebut 
sebenarnya hukum pidana memberi suatu sarana normatif kebolehan 
seseorang membela diri dari suatu serangan yang melawan hukum atau 
suatu tindak pidana. Namun, tentu saja agar hal itu tidak dilakukan secara 
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semena-mena dan melecehkan hukum serta hak asasi setiap orang, 
hukum pidana juga memberi batasan normatif dengan menyebut syarat-
syaratnya. Jadi, jika kita melihat semata-mata secara hukum positif, 
sehingga sindrom main hakim sendiri yang ramai terjadi dan tidak jarang 
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (yang mungkin saja bukan 
pelaku sesungguhnya), itu sudah tidak memenuhi ketentuan lagi. Namun, 
persoalannya tentu tidak sesederhana itu, sebab kita juga perlu melihat 
lebih jauh pada akar persoalan di dalam kehidupan sosial masyarakat. 
Berbagai faktor eksternal juga berpengaruh. Misalnya kekurang 
berdayaan petugas dalam melumpuhkan aksi-aksi penjahat, 
ketidakmampuan sistem peradilan pidana (Criminal justice sistem) 
menurunkan atau menekan angka kejahatan, kekurang efektifan lembaga 
peradilan dalam membuktikan kesalahan pelaku atau kekurang berhasilan 
lembaga pemasyarakatan dalam meresosialisasi. Diperlukan evaluasi dari 
segi penanganan terhadap gejala-gejala sosial seperti ini secara   
menyeluruh. Mulai dari penerapan sistem sampai pada bagaimana aktor 
hukum dalam meramu kebijakan yang tepat dalam mencarikan solusi 
terhadap persoalan seperti ini.  
 Seyogyanya perlu disadari bahwa tindakan anarkis berupa 
Eigenrichting/perbuatan main hakim sendiri merupakan sebuah 
perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai a hostile 
outburst (ledakan amarah) atau a hostile frustration (ledakan tumpukan 
kekecewaan). Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal 
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termasuk terhadap penegakan hukum (law enforcement) sudah teramat 
buruk, dan sudah menjadi adagium yang universal. Tingkat kepercayaan 
masyarakat penegakan hukum sangat rendah, maka dengan sendirinya 
masyarakat cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri 
Eigenrichting akan meningkat. Atas dasar itu maka sangat beralasan 
ketika kita mengemukakan bahwa Indonesia pada umumnya 
membutuhkan suatu strategi baru, dalam upaya penanggulangan 
perbuatan main hakim tersebut. Apa yang dimaksud dengan strartegi baru 
tersebut adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah dan aparat penegak hukum.  
 Kota Makassar adalah sebuah kota yang sudah dikategorikan kota 
metropolitan. Sebagaimana karakteristik kota metropolitan dengan 
kriminalitas atau kejahatan maka Makassar juga bisa menyajikan statistik 
angka kriminal yang cukup tinggi. Tetapi di sisi lain kecenderungan 
masyarakat melakukan pemukulan ketika menemukan pelaku kejahatan 
juga adalah suatu hal yang sudah biasa terjadi. Pemukulan, 
pengeroyokan sampai tindakan yang mengarah kepada terancamnya jiwa 
dari pelaku kejahatan juga biasa ditemukan. Dari sudut pandang sosiologi 
hukum, tentu hal ini merupakan suatu fenomena yang membutuhkan 
diskursus tertentu. Sebab Tindakan seperti ini sudah mengakar menjadi 
sebuah budaya (Culture) yang tentunya akan menjadi pembahasan 
menarik bagaimana sosiologi hukum memandang fenomena seperti ini. 
Tindakan main hakim sendiri ini sudah tidak jarang ditemui, masyarakat 
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cenderung melakukan pengeroyokan secara bersama-sama atas pelaku 
kejahatan. Kecenderungan ini kemudian dikhawatirkan menjadi sebuah 
karakteristik bahwa masyarakat cenderung destruktif dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan yang seharusnya digiring ke ranah 
hukum dalam hal ini ini diserahkan kepada pihak yang berwajib.  
Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) ini kemudian dalam 
tatanan hukum nasional bertentangan dengan asas praduga tidak 
bersalah (presumption of innocence). Jadi seseorang tidak boleh dihukumi 
bersalah atau tidaknya tanpa melalui suatu proses hukum, sebab ada 
kemungkinan seseorang tidak bersalah tetapi menjadi korban tindakan 
main hakim sendiri. Masyarakat tidak boleh terprovokasi pada situasi-
situasi tertentu di mana eksistensi hukum diperlukan. Sebagaimana yang 
kita ketahui bersama hukum merupakan instrumen pengendali sosial. Hal 
ini kemudian yang memunculkan beragam persoalan ketika tindakan main 
hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan dianggap sebagai suatu 
fenomena yang biasa saja. Tentu hal ini membutuhkan sebuah langkah 
solutif mulai dari dibutuhkannya pergeseran paradigma dalam 
memandang fenomena seperti ini sebagai sesuatu perilaku yang 
menyimpang. Berdasarkan fakta empiris di mana biasa ditemukan adanya 
tindakan main hakim Eigenrichting oleh masyarakat khususnya di kota 
Makassar kemudian menginspirasi penulis untuk mengangkat sebuah 
tema penulisan skripsi yang berjudul: 
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“Tinjauan Sosiologi Hukum atas tindakan main hakim sendiri oleh 
masyarakat terhadap pelaku kejahatan di kota Makassar”  
B. Rumusan Masalah  
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi massa dalam berperilaku 
main hakim sendiri di kota Makassar ? 
2. Bagaimana Upaya Penegak Hukum dalam 
mengantisipasi/mencegah terjadinya tindakan main hakim 
sendiri di kota Makassar.  
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
massa dalam berperilaku main hakim sendiri di kota Makassar ? 
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Penegak Hukum dalam 
mengantisipasi/mencegah terjadinya tindakan main hakim 
sendiri di kota Makassar.  
D. Kegunaan Penelitian  
 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat member kegunaan antara 
lain: 
1. Dapat menjadi masukan bagi para pihak penegak hukum dalam 
memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam sosiologi 
hukum salah satunya adalah permaalahan main hakim sendiri 
(Eigenrcihting). 
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2. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk 
memahami perkembangan sosiologi hukum baik secara praktis 
maupun secara teoritis.  
3. Menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan hukum, 
























A. Hukum dan pengertiannya 
 Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak hidup sendiri, 
manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering 
mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan ini terjadi 
berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang mustahil dapat dipenuhi 
sendiri. Atas dasar itu kemudian seorang filsuf Yunani, Aris Toteles 
menyebut bahwa manusia sebagai zoon politicon adalah mahluk sosial 
yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia/orang lain. Kebutuhan 
manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup bergantung 
dari hasil daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin 
memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan 
yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama 
dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau 
mengalah, maka konskuensinya adalah akan timbul suatu bentrokan atau 
konflik. Suatu konflik akan terjadi juga dalam suatu hubungan, antara 
manusia ada yang tidak memenuhi kewajiban. Jadi deskripsi 
sederhananya adalah hukum mulai ada ketika dua kepentingan 
berbenturan sehingga meniscayakan diperlukannya sebuah solusi, solusi 
ini kemudian yang lahir berupa aturan. Aturan ini kemudian yang kita 
sebut sebagai hukum baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. 
11 
Tentu dari pemaparan ini akan sangat relevan dengan ungkapan “Ibis 
societas ibis ius” di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum.  
 Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah 
laku manusia yang menginginkan kebebasan. Suatu kebebasan dalam 
bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. 
Apalagi kalau kebebasan tingkah-laku seseorang tidak dapat diterima oleh 
kelompok sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan 
sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial 
diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan itu untuk membatasi 
kebebasan tingkah laku itu. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah 
ketentuan yang timbul atas dasar kesadaran; dan biasanya dinamakan 
hukum. Jadi, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari 
pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan atas kesadaran 
manusia itu sendiri, sebagai konsekuensi logis dari adanya gejala-gejala 
sosial. Gejala-gejala sosial itu merupakan hasil dari pengukuran baik 
tentang tingkah-laku manusia dalam pergaulan hidupnya.   
 Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia bermacam-macam 
corak, tergantung dari berat ringannya reaksi yang diberikan dalam 
memberikan penilaian. Berdasarkan berat ringannya reaksi tersebut, akan 
ada ketentuan yang berkenaan dengan kesopanan, kesusilaan, dan 
hukum. Jenis-jenis ketentuan itu berbeda dalam pelbagai hal dan akan 
terlihat secara nyata kalau suatu ketentuan dilanggar oleh manusia. 
Misalnya, suatu ketentuan menyatakan bahwa setiap orang yang muda 
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hendaknya menghormati yang lebih tua. Kalau seorang yang lebih muda 
bertemu dengan seorang yang yang lebih tua tidak memberi salam, 
tingkah lakunya itu dipersepsikan sebagai suatu sikap yang tidak hormat.  
Ini kemudian yang kita sebut sebagai sebuah norma kesusilaan (Abdoel 
Djamali  2005: 2 ). 
 Norma kesusilaan memiliki sanksi yang sifatnya tidak sama 
dengan norma hukum. Pelanggaran ketentuan kesopanan atau kesusilaan 
oleh seseorang tidak melibatkan kepentingan atau ketertiban secara 
sosial karena dialamatkan pada moralitas individu. Berlainan halnya 
dengan ketentuan hukum. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai 
tata tertib antarhubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum 
menjaga keutuhan hidup agar agar terwujud suatu keseimbangan psikis 
dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang 
merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti, hukum juga 
menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial 
(masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan suatu yang berkenaan 
dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu. Hukum 
sebagai sebuah norma memiliki karakteristik sebagai sebuah pembeda, 
yaitu hendak melindungi, mengatur, mengikat, dan memaksa, serta 
berfungsi memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.  
 Dari penjelasan di atas kemudian kita dapat menarik sebuah 
kesimpulan bahwa hukum adalah sebuah norma yang memiliki sifat 
mengikat, mengatur dan memaksa. Atas dasar ini kemudian maka secara 
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umum hukum didefinisikan sebagai suatu peraturan baik tertulis maupun 
tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat, mengatur dan memaksa. 
Pengertian hukum di atas tentu terlepas dari adanya perdebatan bahwa 
apakah hukum adalah suatu entitas yang dapat didefinisikan atau tidak, 
mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan hukum sebagai suatu 
disiplin ilmu yang berdiri sendiri.  
B.   Karakteristik kajian sosiologi hukum  
Sosiologi adalah salah satu disiplin ilmu yang menjadikan 
masyarakat sebagai objek kajiannya. Dalam perkembangan sosiologi 
sebagai sebuah ilmu pengetahuan maka kita akan menemukan beragam 
teori-teori yang melihat masyarakat dari persekftif yang berbeda. Sosiologi 
hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, 
yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia 
dengan sesamanya, yaitu pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi 
hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat 
tersebut. Dalam persfektif sosiologi sebagai sebuah ilmu maka hukum 
hanyalah merupakan turunan dari gejala sosial. Hukum adalah 
determinasi dari ilmu sosial, hal itu juga ditegaskan oleh Berger salah 
seorang sosiolog hukum.    
Sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentu membutuhkan 
unsur-unsur pokok untuk dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. 
Unsur-unsur yang merupakan bagian-bagian yang tergabung dalam suatu 
kebulatan, (Soerjono Soekanto 1981:14) adalah: 
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1. Pengetahuan (Knowledge) 
2. Tersusun secara sistematis 
3. Menggunakan pemikiran 
4. Dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum 
(obyektif). 3 
 Maka ketika menyinggung tentang masalah hukum, konklusinya 
hukum adalah salah satu bagian dari objek penelitian sosiologi. Walaupun 
dari proposisi itu masih menyisakan perdebatan bahwa hukum juga 
otonom dari ilmu sosial lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa 
penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai socio legal 
research merupakan bagian dari penelitian hukum, di sisi lain ada juga 
yang mengatakan bahwa penelitian sosial tentang hukum bukan 
merupakan penelitian hukum. Hal ini disebabkan karena banyak penelitian 
yang bersifat sosio-legal maupun penelitian hukum mempunyai objek 
yang sama, yaitu hukum. Bedanya, penelitian yang bersifat sosio-legal 
hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, 
hukum dipandang dari sisi luarnya saja. Oleh karena itu dalam penelitian 
sosio-legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-
peneltian demikian merupakan penelitian  yang menitikberatkan  perilaku 
individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.  
Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang 
paling sering menjadi topik di dalam penelitian sosio-legal adalah masalah 
efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan 
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lembaga atau institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan 
hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau 
sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. 
Dalam persefektif sosiologi hukum, hukum ditempatkan sebagai variable 
terikat dan faktor-faktor non–hukum yang memengaruhi hukum dipandang 
sebagai variable bebas. 
Berangkat dari persfektif ini para pakar sosiologi hukum 
membatasi penelitian hanya terhadap suatu masyarakat yang spesifik 
serta meninjau pranata-pranata sosial yang ada di dalamnya, seperti 
keluarga, komunitas keagamaan, atau subkultur, untuk menetukan peran 
pranata-pranata tersebut dalam mengembangkan ketaatan kepada 
hukum. Sebagai salah satu contoh pakar sosiologi hukum memungkinkan 
untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini: 
1) Peran apakah yang dimainkan oleh penggunaan narkoba dalam 
perilaku kriminalitas di Indonesia dewasa ini ?  
2) Apakah perkembangan suatu gang (kelompok kecil yang 
cenderung kriminal) merupakan produk dari permusuhan rasial 
atau karena kesenjangan status ekonomi ?  
            Para pakar sosiologi hukum menggunakan konsep tentang tipe 
pengendalian sosial untuk menjelaskan perilaku menyimpang dan 
mengukur derajat keparahannya. Di dalam realitasnya, pakar sosiologi 
hukum mendefinisikam hukum sebagai suatu alat pengendali sosial oleh 
pemerintah. (Acmad Ali 2009: 8) Contohnya definisi hukum, dari Donald 
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Black (1972) yang menyatakan: Law is a social control by government, 
Hukum adalah alat control social oleh pemerintah.  
             Aliran sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan sosial, 
bukan sebagai sebuah kaidah. Pendekatan sosiologis terhadap hukum 
merupakan usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial. 
Pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum. Hal ini sesuai 
dengan “tugas sosiologi” yang “Interpretative understanding of social 
conduct”, Sosial-conduct dari hukum misalnya : Hukum acara mengenai 
putusan hakim yang dipersoalkan oleh pendekatan sosiologis adalah 
antara lain, mengapa hakim X mengabulkan suatu gugatan tertentu. 
Faktor-faktor sosiologis apakah yang menyebabkan hakim itu 
menjatuhkan putusannya. Pendekatan sosiologi hukum terhadap putusan 
hakim akan bermuara pada putusan hakim yang telah memenuhi rasa 
keadilan warga masyarakat, dapat memulihkan hubungan sosial antara 
pihak yang bersengketa dan dapat memberi kemanfaatan. Selanjutnya 
pendekatan psikologi hukum terhadap putusan hakim bermuara pada 
putusan hakim yang dapat memberi rasa aman dan tenteram, rasa damai 
dan rasa puas bagi para pihak yang bersengketa. 
              Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, maka 
berikut ini akan dikemukakan berbagai pandangan dari para pakar 
sosiologi maupun sosiologi hukum. Antara lain Selo Soemardjan dan 
Soelaeman Soemardi, (Soerdjono Soekanto, 1985: 110) menyatakan 
“Ilmu masyarakat atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 
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struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan 
sosial”. 
        Menurut Achmad Ali (1998: 11): 
“….sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum 
dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang 
berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan 
pendekatan empiris yang bersifat deskriptif…”. 
Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Soerdjono 
Soekanto (1980: 310-311), yaitu: 
1.   Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang 
bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik 
hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana 
praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang 
berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. 
2.   Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical 
validity)  dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana 
kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks 
dari peraturan itu.  
3.   Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah 
laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-
sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum 
tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari 
sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau 
gambaran terhadap objek yang dipelajarinya. 
Selanjutnya Satjipto Rahardjo (1979: 19) menambahkan bahwa 
untuk memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini 
dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan 
teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan 
penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar 
dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik 
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itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta 
pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, 
maupun soal bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila 
disini boleh dipakai istilah „sebab-sebab sosial‟, maka sebab-sebab yang 
demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, 
politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain. 
Menurut pendapat Max Weber (Ahmad Ali, 2012: 154): 
“…these three approaches are (1) a moral approach to law, (2) an 
approach from standpoint of jurisprudence, and (3) a sociologycal 
approach to law. Each of these approaches has a distinct focus on 
the relations among law and society and ways in which law should 
be studied”. 
"... Tiga pendekatan yang (1) pendekatan moral hukum, (2) 
pendekatan dari sudut pandang ilmu hukum, dan (3) pendekatan 
sociologycal hukum. Masing-masing pendekatan memiliki fokus 
yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan 
cara-cara di mana hukum harus dipelajari ". 
Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum 
adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami 
manusia (the nature of human being) dan juga berdasarkan pada 
kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Perhatian 
terhadap hukum adalah terfokus pada tuntutan bahwa hukum harus 
mengekspresikan suatu moralitas umum (a common morality) yang 
didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral 
dianggap salah dan benar. 
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Selain itu salah satu hal yang biasa di singgung dalam konteks 
sosiologi hukum bukan hanya persoalan perbandingan antara sosiologi 
hukum dengan hukum normatif.  Di negara-negara Eropa continental 
pendekatan sosiologis merupakan tugas dari sociology of law, sedang di 
Negara-negara Anglo Saxon pendekatan sosiologis tentang hukum 
dibahas oleh Sosiological Jurisprudence. Sekalipun topik pembahasan 
mereka identik, tetapi perbedaan antara ke duanya jelas seperti tergambar 
di bawah ini:  
Sumber: Munir Fuady, 2007:21  
Sosiologi Hukum Sociological Jurisprudence 
Cabang dari Ilmu Sosiologi Cabang dari ilmu hokum 
Cabang dari ilmu deskriptif Cabang dari ilmu normative 
Mempelajari bagaimana hukum 
bekerja  
Mempelajari bagaimana agar 
hukum efektif 
Berdasarkan nilai objektif  Berdasarkan nilai sujektif 
C.  Ruang Lingkup Sosiologi Hukum 
Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, 
merupakan ilmu social, yaitu ilmu penegtahuan yang mempelajari 
kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial 
atau pergaulan hidup, singkatnya, sosiologi hukum mempelajari 
masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pada 
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hakekatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut 
struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan 
pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial 
yang pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga social, 
kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.  
  Pendekatan ilmu hukum berpandangan bahwa hukum seharusnya 
otonom. Selanjutnya legitimasi dari pendekatan hukum seharusnya 
bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat 
hukum yang bertalian secara logis (kohern) yang dapat diaplikasikan baik 
terhadap tindakan-tindakan individual ataupun terhadap kasus-kasus, 
yang dapat menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas (bermakna ganda). 
  Baik pada pendekatan moral terhadap hukum maupun 
pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya mempunyai kaitan 
dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan 
bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu 
arti yang mempunyai makna luas melalui pertalian konstruksi hukum dan 
kepercayaan makna hukumnya.  
Pendekatan sosiologi hukum juga mengenai hubungan hukum 
dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan 
sosiologi hukum menurut Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998: 34) adalah: 
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“kepercayaan serta asas yang mendasarinya dijadikan sebagai 
sumber hukum.  
Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-
konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas 
dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan ini meskipun memiliki 
perbedaan meskipun keduanya memfokuskan secara besar pada 
kandungan dan  
“1. Pengaruh Hukum terhadap perilaku sosial. 
 2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 
dalam “the sosial world” mereka. 
Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata 
hukum. Tentang bagaimana hukum itu dibuat dan tentang kondisi-kondisi 
sosial yang menimbulkan hukum”. 
Apabila kita membuat konstruksi hukum dan membuat kebijakan-
kebijakan untuk merealisir tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal 
yang esensial bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat 
yang dapat ditimbulkan dengan berlakunya undang-undang atau 
kebijakan-kebijakan tertentu terhadap perilaku masyarakat. Sesuai 
dengan pendekatan sosiologis harus dipelajari undang-undang dan 
hukum itu, tidak hanya berkaitan dengan maksud dan tujuan moral 
etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansinya, akan 
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tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana 
undang-undang itu diterapkan dalam praktik. 
Curzon (Ahmad Ali, 2012: 128) menjelaskan: 
“The term „legal sociology‟ has been used in some texts to refer to a 
spesific study of situations in which the rules of law operate, and of 
behavior resulting from the operation of those rules”. 
“Masing-masing pendekatan memiliki fokus yang berbeda pada 
hubungan antara hukum dan masyarakat dan cara-cara di mana 
hukum harus dipelajari , dan perilaku yang dihasilkan dari 
pengoperasian aturan-aturan ". 
Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa 
pandangan di antaranya bahwa selain kajian sosiologi hukum terdapat 
pula kajian normatif dan kajian filosofis. Jika dalam kajian empiris 
sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan 
sosial, kultur dan hal-hal empiris lainnya, maka kajian normatif 
memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan 
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif 
menekankan kajian pada law in books, hukum sebagaimana mestinya, 
olehnya itu berada dalam dunia sollen. Di samping itu, juga kajian normatif 
pada umumnya bersifat preskriptif, yaitu sifat yang menentukan apa yang 
salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum antara lain 
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ilmu hukum pidana positif, ilmu hukum perdata positif, ilmu hukum tata 
negara, dan lain-lain. 
Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum 
sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali (1998: 19-32), sebagai 
berikut: 
1. Menurut istilah Donald Black (1976: 2-4) dalam mengkaji hukum 
sebagai Government Social Control, sosiologi hukum mengkaji 
hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta 
dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu 
kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang 
akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan 
pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat. 
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum 
dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam 
pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang 
menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam 
masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah 
sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah 
bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi 
sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi 
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sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. 
Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum 
bukanalah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh 
Hans Kelsen dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi 
yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam 
hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya strstifikasi 
sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.  
4. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting 
dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang 
terjadi dalam masayarakat dapat direkayasa, dalam 
arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan 
menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya. 
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka lahirlah 
konsep law as a tool of social engineering yang hukum sebagai alat 
rekayasa sosial berati bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah secara 
sadar maupun secara tidak sadar sebuah konstruksi masyarakat. Oleh 
karena itu, dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat rekayasa 
sosial diupayakan bagaimana mengoptimalkan upaya hukum. Upaya 
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hukumpun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum (Achmad 
Ali, 1998: 98-103). 
Di sisi lain fungsi hukum itu pasif, yaitu mempertahankan status quo 
sebagai a tool of social control sebagai alat kontrol sosial, sebaliknya 
hukum pun dapat berfungsi aktif sebagai a tool of social engineering. Oleh 
karena itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial didominasi 
oleh kekuasaan negara. Apabila kajian sosiologi hukum tentang 
bagaimana fungsi hukum, sebagai alat pengendalian sosial lebih banyak 
mengacu pada konsep-konsep antropologis, hal ini justru sebaliknya dari 
persfektif kajian sosiologi hukum tentang fungsi hukum sebagai alat 
rekayasa sosial yang lebih banyak mengacu pada konsep ilmu politik dan 
pemerintah.  
Tokoh yang dikenal sebagai pencetus konsep law as o tool of social 
engereering adalah Roscoe Pound, Pound  memandang bahwa problem 
utama yang menjadi perhatian utama bagi para sosiolog hukum adalah 
untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga 
menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat 
lebih berharganya fakta-fakta sosial di mana hukum harus berjalan dan di 
mana hukum itu diterapkan (Achmad Ali, 1998: 14). Sesuai dengan ajaran 
Roscoe Pound tentang hukum yang berfungsi sebagai rekayasa 
masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, maka terlebih lagi 
sistem yang sudah maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum 
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didesain secara professional dan logis, maka tidak bisa disangsikan lagi 
bahwa produk hukum dapat memengaruhi sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat.  
Roscoe Pound memang harus diakui sebagai kekuatan pemikiran 
baru yang mencoba mengonsepsikan ulang bagaimana hukum dan fungsi 
hukum harus dipahami. Roscoe Pound merupakan ilmuan hukum yang 
terbilang orang pertama yang berani menganjurkan agar ilmu 
pengetahuan sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang 
diperbaharui dan dibangun dalam ilmu hukum (Soetandyo 
Wignjosoebroto, 2002: 71). Pemikiran Roscoe Pound sangat terpengaruh 
oleh ajaran Hegel, Eugen Ehrlich, dan Oliver Wondel Holmes yang 
pemikirannya sangat bertolak belakang dengan paham ahli hukum 
Jerman yaitu Von Savigny. Dalam bidang hukum criminal, Roscoe Pound 
mengambil posisi bahwa hukuman harus sesuai dengan pelaku criminal, 
bukan dengan tindakan criminal itu sendiri.  
Kemudian ada muncul  pemikiran dari Vilhem Aubert yang menyatakan 
bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut (Munir 
Fuady: 2013: 246) : 
1. Fungsi mengatur (Governance) 
2. Fungsi distribusi sumber daya 
3. Fungsi safeguard terhadap ekspektasi masyarakat 
4. Fungsi penyelesaian konflik 
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5. Fungsi ekspresi dari nilai dan cita masyarakat 
Selanjutnya karakteristik dan kegunaan sosiologi hukum, menurut Vilhelm 
Aubert (1969: 10-11), yaitu: 
“Sosiology of law is here viewed as a branch of general sosiology, 
just like family sosiology, industrial or medical sosiology. It should not 
be overlooked, however, that sosiology legitimately may also be 
viewed as auxiliary of legal studies, an aid in executing the tasks of 
the legal profession. Sosiological analyses of phenomena which are 
regulated by law, may aid legislators or even the courts in making 
decisions. Quite important is the critical function of sociology of law, 
as an aid in enhancing the legal profession‟s awareness of its own 
function in society. …Sosiology is concerned with values, with the 
preferences and evaluations that underlie basic structural arrgements 
in a society”. 
"Sosiologi hukum di sini dipandang sebagai cabang dari Sosiologi 
umum, seperti Sosiologi keluarga, industri atau sosiology medis. Ini 
tidak boleh diabaikan, bagaimanapun, Sosiologi yang sah juga dapat 
dipandang sebagai tambahan ilmu hukum, bantuan dalam 
melaksanakan tugas profesi hukum. Sosiologis analisis fenomena 
yang diatur oleh hukum, dapat membantu legislator atau bahkan 
pengadilan dalam membuat keputusan. Cukup penting adalah fungsi 
penting dari sosiologi hukum, sebagai bantuan dalam meningkatkan 
kesadaran profesi hukum tentang fungsi tersendiri dalam 
masyarakat. ... Sosiologi berkaitan dengan nilai-nilai, dengan 
preferensi dan evaluasi yang mendasari arrgements struktural dasar 
dalam masyarakat ". 
Sosiologi hukum memperkenalkan banyak faktor-faktor non hukum 
yang mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka 
membentuk dan melaksanakan hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum 
menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, yaitu 
memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang 
menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi 
kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang 
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diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyelaraskan antara 
kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan 
umum dari warga masyarakat.  
Menurut Baumgartner (Ahmad Ali, 2012: 65): 
“Sociology is the scientific study of social life, and the sociology of 
law is accordingly the scientific study of legal behavior. Its mission 
is to predict and explain legal variation of every kind, including 
variation in what is defined as illegal, how cases enter legal system, 
and how cases are resolved”. 
"Sosiologi adalah studi ilmiah kehidupan sosial, dan sosiologi 
hukum sesuai dengan studi ilmiah tentang perilaku hukum. Misinya 
adalah untuk memprediksi dan menjelaskan variasi hukum dari 
setiap jenis, termasuk variasi dalam apa yang didefinisikan sebagai 
ilegal, bagaimana kasus memasuki sistem hukum, dan bagaimana 
kasus diselesaikan ". 
Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. 
Salah satu misi sosiologi hukum adalah memprediksi dan menjelaskan 
berbagai fenomena hukum, antara lain bagaimana suatu kasus memasuki 
sistem hukum, dan bagaimana penyelesaiannya. Sosiologi hukum 
menggunakan fakta-fakta tentang lingkungan sosial di mana hukum itu 
berlaku. Kajian ini bekerja untuk menemukan prinsip-prinsip sosial yang 
mengatur bagaimana hukum bekerja secara konrit di dalam praktik. 
Sekalipun demikian, sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap 
fakta-fakta hukum yang ada akan tetapi menjelaskan bagaimana fakta-
fakta hukum itu sesungguhnya terjadi dan apa penyebabnya. 
Sebagaimana penegasan Baumgartner seprti kutipan di bawah ini : 
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“As a scientific enterprise, the sociology of law is not in a potition to 
pass judgment on the facts it uncovers. Those facts, however, often 
possess great moral relevance for participants and critics of a legal 
system”. 
"Sebagai perusahaan ilmiah, sosiologi hukum tidak dalam Potition 
untuk memberikan penilaian pada fakta ia mengungkapkan. Fakta-
fakta, bagaimanapun, sering memiliki relevansi moral yang besar 
bagi peserta dan kritikus sistem hukum". 
 
Pandangan sosiologi hukum pada dasarnya adalah hukum hanya 
salah satu dari banyak sistem sosial dan sistem-sistem sosial lain yang 
juga ada di dalam masyarakatlah yang banyak memberi arti dan pengaruh 
terhadap hukum. Dengan menggunakan pandangan yang sosiologis 
terhadap hukum, maka adanya kecenderungan untuk selalu 
mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti yang 
dianut oleh kalangan positivis atau legalistic akan bisa dihindari.  
Titik tolak sosiologi hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence 
M. Friedman (1975: vii), beranjak dari asumsi dasar: 
“The people who make, apply, or use the law are human beings. 
Their behavior is social behavior. Yet, the study of law has 
proceeded in relative isolation from other studies sciences”. 
"Orang-orang yang membuat, menerapkan, atau menggunakan 
hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. 
Namun, studi hukum telah berjalan dalam isolasi relatif dari 
penelitian lain ilmu ". 
Asumsi dasar yang menganggap bahwa orang yang membuat, 
menerapkan dan menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka 
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adalah perilaku sosial. Inilah yang perlu dipahami bahwa hukum bertujuan 
untuk manusia dan bukan hukum bertujuan untuk hukum.  
Dalam kajian sosiologi hukum, eksistensi pengadilan tidak mungkin 
netral atau otonom. Pengadilan dalam persefektif sosiologi hukum hanya 
dipandang sebagai sebuah pranata sosial untuk mencari keadilan. 
Bagaimanapun setiap pengadilan yang berada pada suatu negara, sangat 
wajar jika memiliki keberpihakan pada ideologi dan “political will” 
negaranya. Oleh karenanya, adalah tidak aneh bagi sosiologi hukum jika 
pengadilan menjadi ”älat politik”, sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Curzon (1979: 19): 
“…the core of political jurisprudence is a vision of the courts as 
political agencies and judges as political actors…” 
"... Inti dari yurisprudensi politik adalah visi dari pengadilan sebagai 
lembaga politik dan hakim sebagai aktor politik ..." 
Oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah 
hukum, sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang juris dan bukan 
seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-
tama harus mampu membaca, mengenal dan memahami, berbagai 
fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Setelah itu, ia tidak 
menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan 
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menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar 
dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (Achmad Ali, 1998: 18). 
Dari pemaparan di atas jelas menggambarkan bagaimana ruang 
lingkup dari sosiologi hukum lebih banyak memposisikan masyarakat 
sebagai optik kajiannya. Peranan institusi atau lembaga dalam 
masyarakat tidak lepas dari sorotan sosiologi hukum. Intinya adalah kalau 
kecenderungan hukum secara normative dikenal dengan “Law in text” 
hukum adalah apa yang tertulis dalam Undang-undang maka dalam 
persfektif sosiologi hukum  dikenal dengan “Law in action”, hukum adalah 
apa yang ada dalam kenyataan masyarakat. Perbedaan ini jelas sangat 
signifikan, satu memposisikan hukum sebagai sesuatu yang pasif satu 
dalam posisi yang aktif.  
D.  Penegakan Hukum (Law Enforcement) 
Menyinggung tentang ruang lingkup penegakkan hukum, maka kita 
akan melihat bagaimana luasnya pembahasan dalam hukum, karena 
mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang 
terjun dalam bidang penegakkan hukum. Akan tetapi yang dimaksud 
dengan penegakkan hukum disini lebih spesifik tentang masalah 
penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup “law enforcement”, juga 
meliputi “peace maintenance”. Adapun orang-orang yang terlibat dalam 
masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, 
hakim, kejaksaan, pengacara dan lembaga pemasayarakatan atau 
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penjara.  Kepolisian, kehakiman, kejaksaan, pengacara, lembaga 
pemasyarakatan adalah institusi penegak hukum. Penegakan hukum 
sangat bergantung dari efektifitas peran dan fungsi dari semua lembaga 
tersebut.  
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam hal lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara (Jimly Asshiddiqie, tt:1). 
Wayne lafavre di dalam buku soerjono soekanto (2008:7) juga 
menjelaskan penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan kputusan 
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai 
unsur penilaian pribadi.  
 Hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan tingkah laku 
belaka, tapi juga manifestasi konsep-konsep, ide, gagasan dan cita-cita 
sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian 
kehidupan masyarakat. Hal itu jelas tercermin dalam konsep atau cita-cita 
tentang keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban dan 
ketentraman masyarakat yang sudah tertata dalam sebuah sistem  
demokrasi. Pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian 
kehidupan masyarakat dengan sarana hukum ini meliputi seluruh aspek 
kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial dan budaya maupun 
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dalam bidang ekonomi dan politik. dalam konteks ini, hukum merupakan 
pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat.  
 Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bidang penegakan 
hukum tidak hanya mencakaup law enforcement, akan tetapi juga peace 
maintenance. Penegakan hukum yang dimaksud dalam bidang tersebut 
lebih mengarah kepada lembaga penegakan hukum atau penegak hukum. 
Secara sosiologis, menurut Soerjono Soekanto (2008:19-21) setiap 
penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). 
Peranan-peranan lembaga tersebut dapat dijabarkan ke dalam unsure-
unsur sebagai berikut: 
1. Peranan yang ideal (ideal role) 
2. Peranan yang seharusnya (Expected role) 
3. Peranan yang dianggap baik (perceived role) 
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) 
 
 Hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus diikuti oleh 
masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan oleh penguasa negara 
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
Perlu diketahui, bahwa hukum bukanlah merupakan kaidah yang bebas 
nilai, dimana manfaat dan mudaratnya tergantung kepada manusia 
pelaksananya atau orang yang menerapkannya. Tetapi hukum merupakan 
kaidah yang sarat nilai, menentukan identitasnya, harapan-harapannya, 
dan cita-citanya. Singkatnya, hukum memiliki logika sendiri, kehendak 
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sendiri, dan tujuan sendiri. Walaupun demikian, hukum tidak dapat 
merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya tersebut, karena ia hanya 
merupakan kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia untuk 
mewujudkan (aparat penegak hukum). Dengan cara memandang hukum 
seperti itu, maka penegakkan hukum (law enforcement) tidak sekedar 
menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga 
mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam 
hukum tersebut. 
Penegakkan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa 
mengaitkan secara langsung dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya 
kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakkan hukum akan 
berlangsung dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tuntutan 
hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, 
tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.  
 Dalam proses perubahan sosial, faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap bekerjanya hukum dalam masyarkat bukan hanya faktor internal 
dalam sistem hukum itu sendiri (hukum, aparat, organisasi, fasilitas), tapi 
juga faktor-faktor eksternal di luar sistem hukum, seperti sistem sosial, 
politik, ekonomi, dan budaya. Melihat kenyataan di atas, dapat dikatakan 
bahwa hukum sangat erat dengan kemasyarakatan, oleh karenanya 
hubungan antara hukum dan penegak hukum yang satu dengan yang 
lainnya sangat erat sekali. Hal ini sesuai dengan sebuah statemen yang 
menyatakan bahwa hukum secara sosiologis itu sangat penting, dan 
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merupakan lembaga kemasyarakatan (sosial institution) yang merupakan 
kumpulan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilakuan yang berkisar 
pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.  
 Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa masalah 
pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang 
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 
netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-
faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut (Soerjono 
Soekanto, 2008:78) : 
1. Faktor hukumnya sendiri 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang akan 
membentuk maupun menerapkan hukum 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sekaligus tolok 
ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 
36 
E. Kesadaran Hukum, Ketaatan hukum dan efektivitas perundang-
undangan 
Kesadaran Hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-
undangan adalah tiga unsut yang saling berhubungan. Sering orang 
mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, 
Padahal menurut Achmad Ali (1998:191) meskipun hubungannya sangat 
erat namun tidak persis sama. Ke dua unsur itu memang sangat 
menentukan efektif atau tidaknya suatu pelaksanaan undang-undang di 
dalam masyarakat  
 Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin 
bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum 
atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu 
salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan 
pencurian jika di mana pada saat ada tuntutan yang mnedesak. 
 Menurut H.C Kelman (Achmad Ali, 1998:193) ketaatan hukum 
dapat dibedakan kualitasnya ke dalam tiga jenis, yaitu: 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan seseorang menjadi rusak. 
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3. Ketaatan yang bersifat internalisation, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu 
sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. 
Untuk mengetahui efektif tidaknya suatu hukum dalam masyarkat, 
maka proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting artinya. 
Achmad ali (1998:195) menjelaskan bahwa proses sosialisasi undang-
undang harus bertujuan: 
1. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui 
kehadiran suatu undang-undang atau peraturan; 
2. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu 
undang-undang atau peraturan; 
3. Bagiamana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri 
(pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki 
oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut. 
Demikian pula tentang berbagai peraturan dan undang-undang 
yang mengancam sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan. Agar 
masyarakat dapat mengetahui sanksinya dan dapat menghindari 
perbuatan tersebut.  
F.  Fenomena Eigenrichting (Tindakan Main Hakim Sendiri).  
Menurut kamus besar bahasa Indonesia main hakim sendiri atau 
istilah hukumnya Eigenrichting adalah menghakimi orang lain tanpa 
mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dng pemukulan, 
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penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya. Eigenrichting dalam ilmu 
hukum yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. 
Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun 
tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada 
kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan 
untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-
wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai 
sebuah Negara dengan doktrin Negara hukum seperti yang termaktub 
dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah sebuah negara 
hukum”. Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun alasan 
pembenar dari sisi normative.  
Dalam hukum, perorangan tidak diperkenankan melaksanakan 
sanksi kepada sesorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan 
sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone 
(Achmad Ali: 2008:25) “Law is a rule of action prescribed or dictated by 
some superior which some interior is bound to obey”. “Hukum adalah 
suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang 
berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati”. Dari proposisi 
yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua 
bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan adalah 
otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemiliki 
otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan 
karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi. Tetapi dari 
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konteks sosiologi Eigenrichting masih marak terjadi. Kecenderungan 
massa ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap 
basah langsung melakukan pemukulan. Jelas tindakan ini tidak punya 
alasan pembenar dari sisi hukum apalagi ketika kita kembali pada 
kesimpulan bahwa hukum adalah otoritas penguasa dalam hal ini 
diwakilkan melalui lembaga-lembaga hukum. Kecenderungan ini akan 
banyak ditemui dengan maraknya kasus pemukulan yang dilakukan 
secara beramai-ramai oleh massa. Massa tidak bisa mengendalikan 
emosi ketika berhadapan dengan situasi seperti ini.  
 Tindakan menghakimi sendiri itu dilarang pada umumnya tetapi 
tidak selalu demikian. Ada juga tindakan yang sebenarnya dikategorikan 
main hakim sendiri atau Eigenreichting tetapi memiliki alasan pembenar 
ataupun alasan pemaaf. Alasan pembenar dan pemaaf kemudian 
sehingga suatu perbuatan sekalipun dikategorikan sebagai tindakan main 
hakim sendiri tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebab 
adanya alasan pembenar ataupun pemaaf menjadikan suatu unsure 
pidananya menjadi gugur. Setiap pelanggaran kaedah hukum pada 
dasarnya harus dikenakan sanksi, setiap pembunuhan, setiap pencurian 
harus ditindak, pelakunya harus dihukum. Tetapi ada perbuatan-
perbuatan tertentu yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran 
kaedah hukum tetapi pelanggarnya tidak dikenakan sanksi. 
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Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan 
pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh 
perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa 
terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Smelser 
mempertanyakan kenapa perilaku kolektif terjadi. Dia merinci enam faktor 
yang menurutnya menentukan untuk terjadinya perilaku atau kekerasan 
kolektif, enam faktor tersebut adalah : 
1.  Adanya pendorong struktural (structural condusivenness) 
2.  Ketegangan struktural (structural strain) 
3. Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang 
digeneralisasikan (Growth and spread of  belief) 
4.  Factor-faktor pencetus (precipitating factors) 
5.  Mobilitas para pemeran serta pada tindakan (Mobilization of  
Partifsipants for action) 
6.  Bekerjanya pengendalian sosial (The operation of social control) 
Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam kerangka 
teori Smelser ini faktor-faktor penentu perilaku kolektif tersebut 
diorganisasikan dengan konsep nilai tambah. Menurut Smelser, faktor-
faktor terdahulu perlu ada sebelum faktor berikutnya dapat terwujud. 
Dengan demikian faktor-faktor penyebab tingkah laku tersebut membentuk 
kombinasi menurut suatu pola yang pasti. 
a) Faktor penentu perilaku kolektif pertama, structural conduciveness, 
ialah segi-segi struktural dari situasi sosial yang memungkinkan 
terjadinya perilaku kolektif tertentu. Hal ini terlihat misalnya dengan 
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adanya kejadian penyerangan, perusakan dan pembakaran 
terhadap aset-aset milik perorangan/kelompok dengan tanpa 
adanya reaksi aparat terkait, dan pembiaran dari masyarakat luas. 
b) Faktor kedua structural strain, menurut Smelser mengacu pada 
berbagai tipe ketegangan struktural yang tidak memungkinkan 
terjadinya perilaku kolektif. Namun agar perilaku kolekif dapat 
berlangsung perlu ada kesepadanan antara ketegangan struktural 
ini dengan dorongan struktural yang mendahuluinya. Namun 
keadaan itu tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif, karena 
memerlukan kondisi lanjutan. 
c) Faktor ketiga Growth and spread of a generalized belief adalah 
tumbuh dan berkembangnya kepercayaan /keyakinan bersama. 
Misalnya cap dan klaim terhadap suatu aliran sebagai sesat. 
Pemahaman seperti itu menyebar dan dipahami secara sama oleh 
anggota kelompok. Keadaan ini mengacu pada ketika situasi 
menjadi bermakna bagi orang-orang yang berpotensi menjadi 
pelaku-pelaku kolektif dengan adanya penyebarluasan gagasan 
yang dapat membuka wawasan individu kearah yang lebih dinamis. 
Kondisi ini dapat menimbulkan perilaku kolektif dari individu yang 
telah mengalami perkembangan pemikiran. Makna yang harus 
dipahami itu terkandung dalam generalized belief yang mampu 
mengidentifikasi sumber ketegangan menentukan sumber tersebut 
dan merinci tanggapan terhadap sumber itu. Kendatipun faktor 
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penentu sudah sampai pada tahapan ini, namun untuk munculnya 
tingkah laku kolektif diperlukan adanya kondisi khusus yaitu faktor 
penentu. 
d) Faktor keempat Precipatating factors, merupakan faktor situasional 
yaitu adanya suatu peristiwa yang menegaskan pendorong 
struktural, ketegangan struktural dan kepercayaan umum rentang 
sumber ketegangan yang memicu timbulnya tingkah laku kolektif. 
Namun kendatipun ke empat faktor diatas sudah terakumulasi 
belum akan melahirkan tingkah laku kolektif. Untuk terjadinya 
tingkah laku kolektif masih memerlukan faktor berikutnya. 
e) Faktor kelima, Mobillization of partisipants for actions, menurut 
Smelser tinggal inilah yang perlu untuk dipenuhi untuk kemudian 
terjadi tingkah laku kolektif. Dalam proses ini peranan figur yang 
dapat memberikan simpati kepada masyarakat untuk melakukan 
tindakan kolektif sangat diperlukan. 
f) Faktor keenam, The opreration of social control, memegang 
peranan penting bagi terjadinya tingkah laku kolektif. Dalam setiap 
tahap proses tersebut diatas, bila pranata pengendalian sosial 
dapat mengintervensi tahapan-tahapan faktor penentu tingkah laku 
kolektif diatas, maka timbulnya tingkah laku kolektif dapat 
dihindarkan. 
Dalam konteks tindakan main hakim sendiri terhadap tindakan 
pelanggaran-pelanggaran tertentu apabila pelakunya dihukum justru akan 
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menimbulkan keresahan didalam masyarakat, karena dirasa kurang layak 
dan akan mengganggu keseimbangan didalam masyarakat. Pebuatan-
perbuatan ini dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu; 
1. Perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah 
hukum tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau 
mempunyai dasar pembenaran (Rechtvaardigingsgrond). 
Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam hal ini adalah 
keadaaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang 
dan perintah jabatan.  
a) Keadaan darurat, Merupakan konflik kepentingan hukum atau 
antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dimana 
kepentingan kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang 
lebih besar. Keadaan darurat ini dapat menjadi dasar penghapusan 
hukum. Untuk adanya keadaan darurat, oerbuatan yang dilakukan 
itu harus sungguh-sungguh dalam keadaan terpaksa untuk 
membela diri. Alasan keadaan terpaksa atau daya paksa tidak 
dapat diterima jika keadaan memaksa yang diajukan, oleh undang-
undang sudah diperhitungkan terlebih dahulu.  
b) Pembelaan terpaksa, Pembelaan terpaksa atau pembelaan dalam 
keadaan darurat (Noodweer) merupakan alasan untuk dibebaskan 
dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, kehormatan atau 
barang secara terpaksa terhadap serangan yang mendadak dan 
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melanggar hukum (ps.49 KUHP). Dalam keadaan darurat, harus 
ada serangan yang langsung dan bersifat melawan hukum, kalu 
tidak maka tidak mungkin adanya pembelaan terpaksa. Bagi hakim 
cukup dengan membuktikan ada tidanya penyerangan.  
c) Ketentuan undang-undang, Dalam pasal 50 KHUP menjelaskan 
barang siapa yang melaksanakan ketentuan undang-undang tidak 
dapat dihukum. Ketentuan undang-undang menghalalkan 
perbuatan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang 
tersebut. Melaksanakan undang-undang tidak hanya terbatas pada 
melakukan perbuatan yang diperintahkan undang-undang saja, 
tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas 
wewenang yang diberikan oleh undang-undang.  
d) Perintah jabatan, Dalam pasal 51 KUHP menjelaskan bahwa 
melaksanakan perintah jabatan dari kekuasaan yang berwenang 
untuk memerintahkan tidak dapat dihukum. Membunuh orang 
dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan hukuman. 
Akan tetapi bila ada seprang prajurit dalam suatu operasi militer 
atas perintah komandannya menembak mati seseorang ia tidak 
dihukum karena ia harus menaati printah atasannya.  
    2.  Perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah 
hukum tetapi tidak dkenakan sanksi karena si pelaku pelanggaran 
dibebaskan dari kesalahan (Schuldopheffingsgrond). Perbuatan ini 
terjadi karena apa yang dinamakan force mayeur, overmacht atau 
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keadaan terpaksa, yaitu keadaan atau kekuatan diluar kemampuan 
manusia pasal 48 KUHP. Keadaan darurat atau moodtoestand 
merupakan salah satu bentuk force mayeur.  
Jadi, ada dua penyimpangan dari kaedah hukum yaitu 
penyimpangan yang merupakan pengecualian dan yang 
merupakan penyelewengan atau pelanggaran. Yang dimaksudkan 
dengan penyimpangan yang merupakan pengecualian ialah bahwa 
penyimpangan itu tidak dikenakan sanksi. Penyimpangan itu pada 
hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah, tetapi dikecualikan 
dari pelanggaran lain karena tidak dikenakan sanksi.  
G.   Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) 
 Eigenrichting sebagai sebuah tindakan main hakim sendiri adalah 
suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, 
sebuah tindak pidana yang memerlukan upaya penanggulangan. Dan 
secara umum dikenal ada tiga upaya pencegahan sebagai berikut: 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan  secara Pre-Emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun 
ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada 
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niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi 
hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu 
dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 
penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan 
tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan 
untuk melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 










A. Lokasi penelitian 
Dalam proposal ini penelitian dilakukan di Kota Makassar terkait 
dengan lembaga yang khusus menyajikan data tentang Eigenrichting 
(Perilaku Main hakim sendiri) di kantor kepolisian wilayah kota besar 
Makassar. Sebab dari hasil peninjauan penulis sebelumnya bahwa 
masalah tersebut kepolisian sebaga institusi penegak hukum memiliki 
informasi tentang fenomena main hakim sendiri. 
 
B. Populasi dan Sampel  
a) Populasi  
Adapun Populasi dari penelitian ini adalah Kepolisian Kota 
Makassar, Masyarakat Makassar, dan Keluarga main hakim sendiri.  
 b)  Sampel  
Adapun yang menjadi sampel penelitian adalah Kepolisian Resort 
Tamalatea dan Masyarakat yang pernah melakukan tindakan main 
hakim sendiri.  
C. Jenis dan sumber data 
Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis data: 
a) Data Primer 
Data diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara 
langsung dengan pihak kepolisian, Pemerhati isu sosial, dan pihak 
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yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang diangkat  
dengan penulisan skripsi ini. 
b) Data Sekunder  
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni 
dengan mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau 
kitab-kitab bacaan dari perpustakaan dan berbagai toko-toko buku. 
Buku yang digunakan adalah buku yang ada hubungannya atau 
relevansinya dengan pembahasan skripsi ini serta mempergunakan 
sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya 
dengan artikel atau jurnal yang memiliki keterkaitan secara 
langsung terhadap objek yang menjadi sampel penelitian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. metode interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dan 
Tanya jawab dengan pihak kepolisian dan pihak yang terkait 
dengan tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) ini guna 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan.  
2. metode dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari 
dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan pihak yang 




E. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya setelah data tersebut 
terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan 
dianalisis secara dedukatif yaitu berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum kemudian meniliti persoalan yang bersifat dari 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
Kota Makassar terletak antara 119º24'17'38” Bujur Timur dan 
5º8'6'19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan 
Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan 
Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah 
Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan.  
 Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas 
wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, 
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat 
berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa 
daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter dari 
permukaan laut.  
Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km2 yang terbagi 
kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah 
daratan, Kota makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat 
dilihat sepanjang garis pantai Kota makassar. Adapun pulau-pulau di 
wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan 
Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan 
pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau 
Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal 
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dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau 
Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone 
Tambung, Pulau Kodingareng, pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang. 
Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau 
Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat).  
Penduduk Kota Makassar sensus penduduk tahun 2010 tercatat 
sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 
perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2009 
tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis 
kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin 
penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 
100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.  
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, 
menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah 
Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen 
dari total penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa 
(11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 
persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 
29.064 jiwa (2,28 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan 
Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul 
Kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), Kecamatan Bontoala 
(29.872 jiwa per km persegi). 
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Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan 
kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, 
kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala 
(4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km 
persegi), Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi. Wilayah-
wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih 
memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 
(tiga) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala. 
Kondisi sosial untuk kota Makassar khususnya untuk peradilan dan 
kriminal jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan ada 839 orang 
(laki-laki  sebanyak 675 orang dan perempuan sebanyak 164 orang) 
jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana 
hal ini disebabkan meningkatnya kriminalitas di kota makassar. Gambaran 
ini mencerminkan bagaimana penegakan hukum di kota Makassar yang 
masih belum efektif. Data ini diliris oleh pemerintah kota Makassar melalui 
Badan Pusat Statistik kota Makassar. Gambaran ini akan menjadi salah 
satu acuan dalam menganalisis problematikan sosial khususnya 
fenomena tindakan main hakim sendiri Eigenrichting yang akhir-akhir ini 
marak terjadi.  
B.  Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 
Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan fakta tentang apa-
apa saja faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan 
main hakim sendiri atau dikenal dengan istilah Eigenrichting. Pada 
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dasarnya faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dapat 
dianalisis dalam dua ruang lingkup analisa yakni lingkup hukum dan 
lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki 
keterkaitan. Pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum, main hakim 
sendiri secara tidak langsung mengindikasikan adanya upaya 
pengesampingan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada 
lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu 
perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu 
sebab dan muncul melalui sebuah proses.        
Hukum dan perundang-undangan merupakan dua hal yang 
memiliki kesamaan namun di sisi lain juga berbeda. Kesamaan dari 
keduanya adalah sama-sama berfungsi sebagai pedoman perilaku atau 
norma agar tercipta kehidupan yang aman tentram dan damai, hukum 
berfungsi sebagai a tool of social enginering. Sedangkan perbedaan 
antara keduanya terkait dengan bentuk dan ruang lingkupnya. Hukum 
merupakan wujud peraturan yang lebih luas dibandingkan dengan 
perundang-undangan. Hukum tidak selalu dalam bentuk tertulis melainkan 
dapat pula berbentuk tidak tertulis. Sebaliknya perundang-undangan 
adalah peraturan yang berbentuk tertulis dan merupakan bagian dari 
hukum.  
 Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan 
maupun perkotaan yang secara kultur primitif maupun modern memiliki 
dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-
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beda bentuk dan pelaksanaannya. Pada sebagian besar masyarakat 
pedesaan secara kultur kecendrungannya masih menggunakan hukum 
adat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah 
hukum masih dilakukan secara konvensional dengan mengedepankan 
hukum adat yang bentuknya tidak tertulis. Sistem kekerabatan yang masih 
kuat juga ikut berpengaruh dalam penyelesain hukum masyarakat 
pedesaan. Sedang pada masyarakat perkotaan lebih cenderung 
mengedepankan hukum tertulis dalam penyelesaian masalah hukum. 
Perbedaan secara kultur ini jelas mengindikasikan bahwa bentuk hukum 
yang berlaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat. 
 Adanya perbedaan bentuk maupun secara kultur, hukum yang 
berlaku di masyarakat masih tetap memiliki fungsi yang sama yang 
bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. 
Atas dasar itu kemudian berbagai cara dilakukan agar tujuan tersebut bisa 
dicapai, mulai dari pembentukan perangkat dan lembaga-lembaga hukum 
sampai pada pembentukan kultur hukum. Namun upaya tersebut tidak 
selalu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keberadaan 
perangkat hukum, lembaga yang berwenang, masih saja sebagian 
masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum melakukannya dengan 
cara di luar dari prosedur hukum yang ada, baik dari sisi aturan maupun 
wewenang. Hal ini kemudian yang kita sebut sebagai tindakan main hakim 
sendiri atau Eigenrichting.  
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 Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Reserse Kriminal 
Polsek Tamalate, Iptu Maulud menjelaskan bahwa : 
“Untuk wilayah Makassar masih ada kecenderungan untuk melakukan 
tindakan main hakim sendiri “Eigenrichting” ketika masyarakat 
menemukan pelaku kejahatan. Masyarakat biasa melakukan 
pengeroyokan ketika menemukan pelaku kejahatan. Perilaku 
masyarakat tersebut muncul secara spontanitas ketika menemukan 
pelaku kejahatan. (Hasil wawancara, 7 Mei 2014) 
Beragam jenis kejahatan banyak terjadi, dan yang umumnya pelaku 
kejahatan yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri adalah 
pelaku pencurian. Tindakan main hakim sendiri bukan hanya disebabkan 
karena ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum dan institusi hukum 
dalam hal ini yang dimaksud adalah penegaknya. Tindakan main hakim 
sendiri secara tidak langsung memang merupakan bentuk 
pengesampingan hukum. Kasus pencurian misalnya, bahwa jelas untuk 
pelaku pencurian telah ada ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku, yakni dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII yang membahas 
tentang pencurian yang diatur dalam enam Pasal, yakni 362 hingga Pasal 
367. Dalam pasal-pasal tersebut tersebut dijelaskan tentang berbagai 
bentuk pencurian dengan klasifikasi sanksi pidana yang disesuaikan 
dengan jenis dan ancaman pidana penjara maksimal 5 sampai 9 tahun 
atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. 
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 Makassar yang berkembang sebagai kota metropolitan tentu tidak 
lepas dari dari beragam bentuk kejahatan. Data yang penulis kumpulkan 
khusus dari laporan yang diterima di kepolisian sektor tamalatea melansir 
bahwa tidak ada data dalam bentuk kuantitatif yang disiapkan untuk 
mengukur berapa jumlah tindak main hakim sendiri yang dilakukan oleh 
masyarakat ketika menemukan atau menangkap pelaku kejahatan. 
Namun untuk perkembangan tindak main hakim sendiri dapat dibuktikan 
secara empiris dengan maraknya kasus yang diterima dan ditangani 
dikepolisian di bawah wewenang KAMTIBNAS (Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat). Berikut kutipan wawancara dengan Iptu Maulud :  
 “Masyarakat ketika menemukan atau menangkap pelaku kejahatan 
cenderung untuk menghakimi pelaku kejahatan secara berama-
ramai. Hal ini terjadi secara spontanitas, masyarakat meluapkan 
emosinya dengan melakukan pemukulan. Pelaku pencurian 
merupakan kejahatan yang paling sering dihakimi secara massal 
oleh masyarakat”. (Hasil wawancara, 7 Mei 2014) 
Hal serupa juga disampaikan oleh Penyidik Polisi Sektor Panakukang 
Bagian Reserse Kriminal Brigadir Polisi Erianto : 
 “Sebagian masyarakat sering melakukan pemukulan terhadap 
pelaku kejahatan terutama yang tertangkap tangan pada saat 
melakukan kejahatan, bahkan pada saat proses peradilan sedang 
berlangsung. Sebagian masyarakat melampiaskan emosinya 
dengan melakukan pemukulan justru ketika pelaku sudah dalam 
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penanganan pihak yang berwenang. Tentu ini merupakan suatu 
preseden buruk dalam penegakan hukum kita dan tindakan ini bisa 
dipidanakan”. (Hasil wawancara, 6 Juni 2014) 
 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu 
faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri 
disebabkan oleh adanya dorongan yang merupakan perwujudan dari apa 
yang diistilahkan oleh Smelser sebagai a hostile outburst (ledakan 
amarah) atau a hostile frustration (ledakan tumpukan kekecewaan). Hal ini 
bisa disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
pranata hukum. Pranata hukum dipandang sudah tidak mampu 
menegakkan hukum atau peraturan yang ada, maka tindakan main hakim 
sendiri dijadikan masyarakat sebagai cara untuk melampiaskan emosi. 
Pranata hukum dipandang tidak mampu memberikan pemenuhan rasa 
keadilan bagi masyarakat.  
Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat hakekatnya untuk 
memberikan jaminan keamanan dan ketenteraman. Jaminan dan 
ketenteraman yang dimaksud tidak hanya sebatas pada aspek pemberian 
sanksi kepada pelaku kejahatan yang tertangkap sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan semata, namun juga efek jera dan takut 
bagi pihak yang akan melakukan kejahatan. Sehingga dengan adanya 
realisasi keamanan dan ketentraman akan dapat menjadi jaminan 
tercapainya harapan-harapan masyarakat terhadap keamanan hak 
haknya. Namun apabila realisasi hukum sebagai jaminan keamanan dan 
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ketentraman terhadap masyarakat kurang atau bahkan tidak sesuai 
dengan harapan masyarakat, maka yang akan terjadi adalah tidak adanya 
kepercayaan terhadap efek keberadaan hukum di masyarakat.  
Dari sisi penegakan hukum (Law Enforcement), ada gap yang 
terlalu lebar antara harapan masyarakat dengan realisasi penegakan 
hukum. Masyarakat menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap penegakan 
peraturan hukum yang ada. Namun melihat realita secara empirik bahwa 
banyak terjadi kejahatan dan kurang atau tidak mendapat respon dari 
penegak hukum yang berwenang untuk ditindak sesuai dengan prosedur 
hukum yang ada. Tetapi faktanya adalah bahwa sering terjadi kejahatan 
dan setelahnya pelaku kejahatan masih bebas berkeliaran karena tidak 
diusahakan pencegahan atau penangkapan oleh aparat penegak hukum. 
Maka hal itulah yang menyisakan kekecewaan terhadap masyarakat.  
Selain faktor tidak adanya harmonisasi antara realisasi tujuan hukum 
dengan harapan masyarakat, main hakim sendiri yang dilakukan oleh 
masyarakat juga mengindikasikan belum maksimalnya pemberlakuan 
hukum secara menyeluruh. Harmonisasi hukum sebenarnya bukan 
permasalahan baru. Sejak abad 19, tepatnya oleh Roscoe Pound, 
harmonisasi hukum merupakan idaman dari para ahli hukum. Harmonisasi 
tersebut adalah terwujudnya hukum dalam perundang-undangan dan 
dalam pelaksanaan di masyarakat. 
Pada konteks persfektif psikologi sosial, main hakim sendiri 
tersebut tidak dapat dilepaskan dari agresivitas dan psikologi massa. 
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Kedua hal tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan 
yang lainnya. Agresivitas atau sifat agresif secara bahasa berasal dari 
kata agresi yang memiliki makna sesuatu perbuatan yang dapat melukai 
orang lain. Agresi dapat dibedakan menjadi dua, yakni agresi positif dan 
agresi negatif. Agresi positif merupakan tindakan agresi yang dapat 
dibenarkan sebagai akibat dari pembelaan seseorang terhadap ancaman 
atau serangan. Sedangkan agresi negatif adalah serangan atau perbuatan 
dilakukan secara sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk 
melukai orang yang diserang.  
 Agresi tidak muncul dengan tanpa sebab. Ada dua hal yang dapat 
menyebabkan timbulnya agresi, yakni adanya gangguan dan frustasi. 
Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan 
tidak tenang, terancam atau bahkan terganggunya seseorang akibat 
sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pihak 
lain. Sedangkan frustasi adalah perasaan kecewa akibat kegagalan-
kegagalan yang dialami oleh seseorang. Keberadaan salah satu dari atau 
bahkan kedua hal itu (gangguan dan frustasi) akan dapat memicu 
agresivitas seseorang.   
 Apabila mengamati faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main 
hakim sendiri di Kota Makassar yang salah satunya bertujuan sebagai aksi 
terapi kejut, secara tidak langsung mengindikasikan adanya maksud untuk 
“menciptakan” hukum tersendiri yang akan membuat takut pihak-pihak 
yang akan melakukan kejahatan. Hal ini sekaligus mengindikasikan ada 
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anggapan bahwa hukum yang telah diberlakukan dalam perundang-
undangan, yakni KUHP, belum mampu menciptakan keamanan dan 
ketentraman bagi masyarakat Kota Makassar dari berbagai ancaman 
kejahatan. Salah satu hal yang paling disoroti adalah kejahatan pencurian.  
 Jaminan keamanan dan ketenteraman yang dimaksud tidak hanya 
sebatas pada aspek pemberian sanksi kepada pelaku pencurian yang 
tertangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan semata namun 
juga efek jera dan takut bagi pihak yang akan melakukan pencurian. 
Sehingga dengan adanya realisasi keamanan dan ketentraman akan 
dapat menjadi jaminan tercapainya harapan-harapan masyarakat 
terhadap keamanan hak-haknya. Namun apabila realisasi hukum sebagai 
jaminan keamanan dan ketentraman terhadap masyarakat kurang atau 
bahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka yang akan terjadi 
adalah akan muncul tindakan main hakim sendiri seperti pemukulan 
terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan, hal ini disebabkan 
oleh tidak adanya kepercayaan terhadap efek keberadaan hukum di 
masyarakat. Akibatnya sebagaimana telah disebutkan di atas adalah 
masyarakat akan berusaha untuk “menciptakan” ancaman tersendiri bagi 
pihak yang berniat melakukan gangguan keamanan di lingkungan 
masyarakat, hal ini juga yang terjadi untuk wilayah Kota Makassar. 
 Penegakan hukum sebagai sarana untuk memberikan rasa 
keadilan terhadap masyarakat tentunya sangat diharapkan mampu 
menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebagaimana berlakunya asas 
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“Equality before the law” bahwa semua orang sama dihadapan hukum. 
Oleh sebab itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat 
terhadap penegakan hukum “Law Enforcement”, maka semua orang yang 
melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang 
ada. Faktor penegakan hukum yang tidak efektif akan menyebabkan 
ketidakpecayaan “distrust” masyarakat terhadap penegakan hukum. 
Dengan realitas sepertiu itu maka wajar saja misalnya kalau masyarakat 
cenderung untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku 
kejahatan.  
 Dari hasil penelitian penulis terhadap masyarakat kota Makassar 
dengan menyediakan kuisioner tentang masalah kepuasan terhadap 
penegakan hukum dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa 
sebagai representase kaum terpelajar dan masyarakat umum yang juga 
bersentuhan langsung dengan penegakan hukum. Hasil penelitian 
tersebut bisa diamati melalui tabel di bawah ini :  














25 2 8 4 11 
Masyarakat 
Umum 
15 0 5 3 7 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana tingkat kepuasan terhadap 
penegakan hukum khususnya masalah responsifitas penegak hukum 
terhadap beragam bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi yang 
terjadi seperti pencurian. Dari hasil pengamatan tersebut ukuran puas atau 
tidak puasnya tergolong dalam kategori data kualitatif, oleh sebab itu 
penulis harus spesifik menyinggung masalah penegakan hukum yang 
sifatnya teknis ketika mengajukan pertanyaan. Cara seperti itu bertujuan 
untuk membuat kategorisasi rasa puas atau tidaknya mahasiswa ataupun 
masyarakat umum terhadap penegakan hukum. Selain itu penulis juga 
mewawancarai secara langsung kepada masyarakat penilaiannya secara 
lisan terhadap penegakan hukum khususnya spesifik terhadap kejahatan 
pencurian dan perampokan yang pernah marak dilakukan oleh gank motor. 
Hasil wawancara ini kemudian menjadi indikator penulis untuk memberikan 
pertanyaan kepada responden  terkait kepuasan terhadap permasalahan 
penegakan hukum di Kota Makassar.  
Berikut salah satu petikan wawancara penulis kepada salah satu 
warga yang pernah terlibat dalam tindakan main hakim sendiri. 
Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persfektif 
masyarakat sebagai pelaku tindakan main hakim sendiri. Pelaku atas 
nama wawan (bukan nama sebenarnya) : 
“Kita (Masyarakat) ketika menemukan pelaku kejahatan maka 
spontanitas akan melakukan pemukulan, apalagi ketika yang 
menjadi korban adalah kita atau keluarga. Sebab kalaupun 
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tertangkap dan diserahkan keaparat biasanya tidak ditindak tegas 
bahkan sampai dilepas begitu saja, inikan berbahaya sebab 
melepas orang yang terbiasa melakukan kejahatan di tengah-
tengah masyarakat”.   
Berdasarkan hasil wawancara tersebut kita dapat menyimpulkan 
bahwa walaupun tindakan main hakim tersebut tidak memiliki alasan 
pembenar secara normatif namun dapat disimpulkan bagaimana sikap 
masyarakat terhadap penegakan hukum. Masyarakat memandang 
pranata hukum tidak mampu memberikan pemenuhan rasa keadilan. Atas 
dasar itu kemudian hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam 
penegakan hukum adalah pengadilan sebagai muara dalam proses 
pencarian keadilan. Pengadilan sebagai sebuah pranata sosial dipandang 
sebagai satu-satunya institusi dalam memberikan pemenuhan rasa 
keadilan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan 
sampai saat ini dipandang belum dapat memberikan rasa puas bagi 
masyarakat khususnya masyarakat bawah. Faktor terpenting yang 
berperan dalam upaya penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat 
adalah tegaknya para aparat penegak hukum dalam mengemban tugas 
dan amanahnya. Hal ini di sebabkan aparat penegak hukum merupakan 
subyek dan obyek dari hukum. Artinya selain sebagai aparat yang 
bertugas untuk memberikan perlindungan dan ketenteraman serta rasa 
keadilan pada masyarakat ia juga sebagai masyarakat biasa yang tidak 
bisa lepas dari jangkauan hukum. Oleh sebab itu baik dan buruknya 
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penegakan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah 
tergantung pada kejujuran dan kewibawaan dari para aparat penegak 
hukum dalam mengemban tugasnya.  
Dewasa ini penegakan hukum yang terjadi bisa kita katakan masih 
kurang dari rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak lain 
di sebabkan oleh prilaku dari aparat penegak hukum dalam mengemban 
tugasnya terjebak dalam praktek KKN yang hanya mementingkan urusan 
pribadi belaka seperti kasus Simulator Surat Izin mengendara (SIM) yang 
melibatkan aparat Kepolisian. Dalam prakteknya seringkali kita juga 
menemukan perilaku dari aparat hukum yang merugikan masyarakat. 
Seperti dalam proses penyidikan seringkali aparat dalam menjalankan 
tugasnya untuk memperoleh informasi dari para tersangka seringkali 
menggunakan kekerasan.  
Hal lain yang sering terjadi pada saat penggeledahan aparat juga 
seringkali tidak memenuhi rambu-rambu yang berlaku yang ditetapkan 
dalam UU. Seperti harus mengembalikan barang-barang yang dalam 
proses penggeledahan ke tempat semula. Padahal dalam UU di jelaskan 
bahwa setelah pengeledahan barang-barang yang di pindahkan harus di 
kembalikan seperti sebelum penggeledahan. Menyikapi hal tersebut 
sebenarnya UU sudah mengaturnya seperti yang di atur dalam pasal 95 
KUHAP tentang rehabilitasi dan ganti rugi. Namun dalam kenyataannya 
hal tersebut tidak di jalankan oleh aparat penegak hukum. Dari produk 
hukumnya sendiri, kebanyakan belum bisa mewujudkan dan mengayomi 
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rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain hukum-hukum 
yang ada sekarang kebanyakan bersifat reaksioner, artinya UU tersebut di 
ciptakan ketika ada sebuah peristiwa atau kejadian. Kelemahan dari UU 
yang lahir dari adanya peristiwa adalah apabila ada kejadian yang lain 
maka UU tersebut tidak bisa di gunakan. Selama ini tataran konsep 
hukum kita bisa di katakan sudah cukup baik walaupun sebagian besar 
hukum yang ada sekarang merupakan produk warisan dari para penjajah 
yang di adakan tambal sulam di sana-sini. Akan tetapi pada tataran 
aplikatifnya hukum yang ada sekarang ini bisa kita katakan masih kurang 
bisa memenuhi rasa keadilan dari masyarakat hal ini tidak lain disebabkan 
oleh prilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri. Melihat kenyataan 
yang demikian itu masyarakat menjadi kecewa terhadap aparat penegak 
hukum yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
hukum yang ada yang di tandai dengan makin banyaknya aksi main hakim 
sendiri. 
Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan 
anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam 
menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lamban dalam 
menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap 
penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya 
anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa 
keamanan dan ketenteramannya terganggu untuk melakukan tindakan 
main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses 
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hukum yang berlaku. Padahal perbuatan main hakim sendiri itu bukan 
merupakan penghukuman yang benar karena proses penghukuman 
terhadap pelaku kejahatan tergantung kepada sistem hukum. Selain itu 
dalam ranah hukum pidana terdapat asas praduga tidak bersalah 
(Presumption of innocence), Jadi seseorang tidak boleh dihukumi bersalah 
sebelum ada bukti yang cukup itupun dengan catatan harus ditindak oleh 
pihak yang berwenang.  
Maraknya tindakan main hakim sendiri di Makassar sebagian besar 
disebabkan dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak 
terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak 
ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur 
hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat 
sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan 
masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian ini maka 
masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam 
memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat kota makassar 
merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku 
kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai 
dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan 
meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana.  
Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat Kondisi 
masyarakat di Makassar sebagian besar sangatlah emosional dalam 
menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan 
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masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, hal itu juga 
dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, sebagian masyarakat tidak 
mengetahui bahwa pelaku kejahatan harus ditindak oleh pihak yang 
berwenang. Selain masih adanya perilaku masyarakat yang negative 
seperti suka mabuk-mabukan sehingga mudah memicu kemarahan dan 
lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan 
karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.  
 Kepercayaan masyarakat bahwa negara dalam hal ini yang 
direpresentasekan oleh lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan 
hukum di tengah masyarakat sangat rendah di samping rasa 
perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat sudah mulai tumpul. Hal 
ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik 
dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan 
masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya 
bukti yang ada dan kalaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, 
hukumnya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.  
 
C.  Upaya Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindakan Main 
Hakim Sendiri (Eigenrichting) 
       Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa tinggi rendahnya 
tindakan main hakim sendiri Eigenrichting akan sangat ditentukan oleh 
kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. 
Kecenderungannya adalah bahwa jika kepercayaan masyarakat terhadap 
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lembaga peradilan dalam proses hukum atau peradilan tinggi maka 
tindakan main hakim sendiri akan rendah atau berkurang, dan sebaliknya 
jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum atau peradilan 
rendah maka tindakan main hakim sendiri akan meningkat atau 
bertambah. Untuk konteks wilayah kota Makassar sebagaimana diketahui 
bersama bahwa fakta empiris menunjukkan masih sering terjadi tindakan 
main hakim sendiri maka kesimpulannya adalah bahwa kepercayaan 
masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) rendah. Atas 
dasar itu kemudian maka perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan 
oleh penegak hukum dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya penegak 
hukum meliputi tiga hal yakni upaya pre-emptif, preventif, represif. 
Uraiannya dijelaskan di bawah ini :  
1. Upaya Pre-emptif  
 Upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Secara teoritis 
upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu 
tindak pidana akan tetapi pada praktiknya terkadang direposisi menjadi 
upaya meminimalisir, dalam artian bahwa tindakan itu pada dasarnya 
memang sudah terjadi tinggal bagaimana mengurangi atau menekan 
kenaikan jumlah tindak pidana atau kriminalitas tersebut. Dalam 
penanganan tindakan main hakim sendiri maka pihak kepolisian kota 
Makassar akan melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya suatu 
tindakan main hakim sendiri, seperti yang disampaikan oleh Iptu Maulud : 
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 “Untuk mencegah terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri 
maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah 
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, mulai dari keberadaan 
suatu perundang-undangan sampai pada tahapan menjadikan 
masyarakat sebagai bagian dari pihak yang ikut berpartisipasi 
dalam penegakan hukum, misalnya dengan cara mengajak 
msyarakat untuk tertib pada aturan lalu lintas. Tentu ini sejalan 
dengan semboyan kepolisian yaitu pengayom masyarakat”. (Hasil 
wawancara, 7 Mei 2014) 
 Dari hasil wawancara tersebut dapat diamati bagaimana upaya 
pencegahan tindakan main hakim sendiri oleh pihak kepolisian. Tahapan 
ini merupakan suatu proses internalisasi nilai, yakni bagaimana agar 
masyarakat taat dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku karena 
kesadarannya. Membangun masyarakat yang sadar hukum tentu 
merupakan suatu hal yang harus menjadi prioritas. Seperti adagium 
terkenal “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, oleh sebab itu upaya 
pre-emptif perlu mendapat perhatian yang besar dari para aparat penegak 
hukum. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 
pembenahan sistem hukum sebagai bagian dari upaya pre-emptif 
terhadap munculnya tindakan main hakim sendiri.  
 Sistem hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu 
sistem hukum refrensif artinya sistem hukum yang dikaitkan dengan 
masyarakat homogen yang didasarkan atas solidaritas. Sedangkan yang 
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kedua yaitu sistem hukum restutif yaitu sistem hukum yang ditandai 
adanya kelompok-kelompok dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi yang 
utama untuk membentuk kembali integritas masyarakat yang kompleks. 
Sistem hukum yang pertama tidak terdapat pengkhususan. Warga 
masyarakat mempunyai pandangan hidup yang sama dan nilai-nilai 
hampir bersamaan. Penyimpangan ini akan menimbulkan reaksi sosial 
dan kemarahan yang serta merta. Hukum segera dijatuhkan agar orang 
lain takut untuk melakukan pelanggaran atau hal yang sama. 
Penghukuman sebagai upaya penegak hukum yang berwenang dan 
mendapatkan wewenang itu dari negara sebagai satu-satunya hak 
menghukum, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang KUHAP. Upaya ini tentunya harus mendapatkan dukungan 
langsung dari masyarakat tentunya dengan menjadikan masyarakat 
sebagai bagian dari pihak yang  ikut berpartisipasi dalam penegakan 
hukum.  
 Membangun masyarakat yang sadar hukum tentu bukanlah suatu 
hal yang mudah. Keberadaan suatu ketentuan perundang-undangan tidak 
serta merta diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi 
peraturan perundangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
membangun kesadarn hukum masyarakat. Untuk kota Makassar 
berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Erianto : 
 “Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah 
terjadinya tindakan main hakim sendiri bisa dengan melakukan 
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kemitraan terhadap tokoh masyarakat, dan masyarakat secara 
umum dengan melaporkan atau menyerahkan pelaku kejahatan 
kepada kepolisian apabila menemukan atau menangkap tangan 
pelaku kejahatan. Kemitraan tersebut bisa dengan mendekatkan 
diri kepada masyarakat atau membaur dengan masyarakat 
sehingga dengan cara persuasif tersebut masyarakat tidak 
melakukan tindakan main hakim sendiri. (Hasil wawancara, 6 Juni 
2014) 
„Dari hasil wawancara tersebut dapat diamati bagaimana upaya 
kepolisian sebagai institusi hukum dalam membangun kepercayaan 
terhadap masyarakat terhadap persoalan penegakan hukum. Upaya 
membaur dengan masyarakat merupakan suatu langkah yang dipandang 
efeisien, polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil memang tidak boleh 
menjaga jarak dengan masyarakat khususnya masalah tanggung jawab 
terhadap masalah keamanan lingkungan. Kepolisian sebagai institusi 
penegak hukum dengan semboyan “pengayom masyarakat” harus 
menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga stabilitas 
keamanan. Dengan cara seperti itu diharapkan ke depan tindakan main 
hakim sendiri bisa dicegah sebab akan menimbulkan persoalan hukum 
baru di tengah-tengah masyarakat. 
2. Upaya Preventif 
         Upaya di jelaskan sebagai usaha suatu cara, sedangkan preventif 
dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam 
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referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari 
jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif 
merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya 
Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 
secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar 
tidak meluas atau timbul. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan 
tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam 
upaya preventif kesempatan untuk melakukan sebuah tindak pidana atau 
kejahatan ditutup 
             Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindakan main 
hakim sendiri yang dilakukan oleh penegak hukum dalam konteks ini yang 
dimaksud adalah Kepolisian kota Makassar. Hasil wawacara dengan Iptu 
Maulud : 
“Upaya preventif yang bisa ditempuh dalam penanganan tindakan 
main hakim sendiri adalah dengan mengupayakan hadir secepatnya 
di lokasi tempat kejadian suatu kejahatan atau tindak pidana, upaya 
ini di bawah arahan BABINKAMTIBMAS. Langkah ini diambil untuk 
mencegah amuk massa yang bisa berujung pada pengeroyokan. 
Polisi harus sigap dan mengupayakan secepatnya hadir di lokasi 
kejadian untuk mengamankan si pelaku kejahatan. Di sisi lain bahwa 
seseorang tersebut tidak bisa langsung di hukumi bersalah sebelum 
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dilakukan pemeriksaan, oleh sebab itu merupakan kewajiban polisi 
untuk mengamankan pelaku secepatnya”. (Hasil wawancara, 7 Mei 
2014) 
          Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 
upaya preventif, bagaimana kepolisian dalam mencegah terjadinya suatu 
tindakan main hakim sendiri dengan menghilangkan kesempatan bagi 
masyarakat untuk melakukan suatu tindakan main hakim sendiri 
membutuhkan responsifitas yang tinggi. Kepolisian kota Makassar harus 
sigap ketika menerima laporan terjadinya suatu kejahatan. Dengan cara 
seperti itu maka tindakan main hakim sendiri dapat di minimalisir.  
 
           Keterangan lain disampaikan oleh Brigadir Polisi Erianto : 
           “Untuk upaya pencegahan dengan menutup kesempatan terjadinya 
suatu tindakan main hakim sendiri, maka salah satu langkah yang 
ditempuh oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan patroli 
secara rutin. Cara ini terbukti efektif, karena selain mudah 
memantau bagaimana kondisi keamanan warga masyarakat kota 
Makassar seringkali juga ketika melakukan patroli polisi menemukan 
terjadinya suatu kejahatan. Tentu cara ini bisa mencegah tindakan 
main hakim sendiri sebab pelaku kejahatan akan langsung ditangani 
oleh kepolisian”. (Hasil wawancara, 6 Juni 2014) 
           Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terlihat 
keseriusan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya suatu 
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tindakan main hakim sendiri. Patroli yang dilakukan secara rutin selain 
memberikan jaminan rasa aman terhadap warga masyarakat kota 
Makassar, juga meruapakan upaya pencegahan terhadap tindakan main 
hakim sendiri. Sebab umumnya tindakan main hakim sendiri terjadi ketika 
dalam suatu peristiwa kejahatan tidak ada aparat yang melihat kejadian 
tersebut. Dengan melakukan patroli tentunya diharapkan penegak hukum 
dalam hal ini kepolisian bisa langsung memantau kondisi keamanan warga 
masyarakat.  
 
3. Upaya Represif 
    Upaya represif adalah upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu 
tindak pidana/kejahatan telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan 
penegakan hukum (law enforcement) melalui tindakan pemberian 
hukuman. Untuk konteks tindakan main hakim sendiri Eigenrichting yang 
marak terjadi di kota Makassar maka perlu diupayakan adanya upaya 
represif dari pihak kepolisian terkait tindakan main hakim sendiri. Upaya 
represif bukan hanya sekadar memberikan efek jera bagi pelaku tindakan 
main hakim sendiri tetapi perlu dicermati bagaimana penanganan tindakan 
main hakim sendiri.  
Dari pihak kepolisian sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Iptu 
Maulud : 
 “Untuk tindakan main hakim sendiri maka langkah yang perlu 
ditempuh oleh polisi adalah dengan menangkap dan memidanakan 
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pelaku tindakan main hakim sendiri khususnya orang yang diduga 
menjadi provokator sehingga muncul peristiwa tindakan main hakim 
sendiri. Sebab umumnya peristiwa tindakan main hakim sendiri 
biasa diprofokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. (Hasil 
wawancara, 7 Mei 2014) 
           Pernah kejadian Tahun 2013 di kota Makassar yang berbatasan 
dengan Kabupaten Gowa pelaku percobaan pencurian meninggal dunia 
dihajar oleh massa sampai meninggal dunia, bahkan saking ironisnya 
jasad korban tindakan main hakim sendiri nyaris dibakar oleh warga, pihak 
kepolisian yang hadir di lokasi kejadian sudah mendapatkan pelaku 
percobaan pencurian dalam keadaan tidak bernyawa. Tentu saja tindakan 
ini sangat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, emosi 
masayarakat tidak mampu dikontrol sehingga melakukan pengeroyokan 
yang mengakibatkan hilangnya korban jiwa. Masyarakat gampang 
terprovokasi untuk melakukan pemukulan ketika menemukan pelaku 
kejahatan. (Seputar Indonesia, edisi 2013).  
           Tentu ke depan hal ini membutuhkan perhatian yang serius 
mengingat meningkatnya angka kriminalitas di kota Makassar. Kasus 
kejahatan di Kota Makassar menunjukkan angka kenaikan di awal 2014 ini. 
Aparat kepolisian pun dituntut untuk melakukan antisipasi untuk menekan 
angka kriminalitas.  Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polrestabes 
Makassar AKBP M Ridwan, membenarkan adanya tren peningkatan angka 
aksi kejahatan. Salah satu yang dianggap cukup menonjol yakni kasus 
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perampokan anggota Unit Reskrim Polsekta Bonto-ala Brigpol Resky AP 
Ayu Putri Bekti (Seputar Indonesia, edisi Maret 2014).  
           Upaya represif dengan memberikan hukuman kepada pelaku 
tindakan main hakim sendiri merupakan tantangan tersendiri bagi 
kepolisian kota Makassar sebab tindakan main hakim sendiri melibatkan 
masyarakat dalam hitungan jumlah. Dalam rangka upaya represif aparat 
hukum memang diharapkan untuk lebih bertindak tegas terhadap segala 
pelanggaran hukum oleh warga, termasuk pelanggaran oleh aparat 
sendiri. Pelaku main hakim sendiri harus segera ditindak tegas guna 
mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan. Pemerintah kota Makassar 
juga perlu mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok tertentu 















A. KESIMPULAN  
 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan main hakim 
sendiri (Eigenrichting) oleh masyarakat : 
a) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law   
enforcement) oleh aparat penegak hukum. 
b) Faktor psikologi sosial, Masyarakat cenderung emosional 
terhadap pelaku kejahatan.  
c) Masyarakat kurang pemahaman terhadap persoalan hukum, 
tidak mengetahui kalau tindakan main hakim sendiri itu 
merupakan suatu bentuk tindak pidana.  
2. Upaya penegak Hukum dalam mencegah/mengantispasi terjadinya    
tindakan main hakim sendiri : 
a) Upaya pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh penegak 
hukum dalam menanamkan nilai atau norma khususnya 
kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi hukum terhadap 
masyarakat, mengajak masyarakat untuk taat hukum, menjalin 
kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat. 
b) Upaya dalam menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan 
maka kepolisian harus sigap dalam mencegah terjadinya 
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tindakan main hakim sendiri dengan rutin melakukan patroli 
untuk mengawasi kondisi keamanan masyarakat.  
c) Penegak hukum harus menangkap dan memidanakan pelaku 
tindakan main hakim sendiri khususnya pelaku yang diduga 
menjadi provokator sehingga masyarakat tidak terpancing untuk 
melakukan tindakan main hakim sendiri. 
B. SARAN-SARAN 
1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional dalam 
menangani kasus tindakan main hakim sendiri, dalam arti aparat 
hukum tidak hanya sekadar menunggu laporan, namun 
disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi 
khusus dalam menangani kasus ini. 
2. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam  
penegakan hukum dengan menjalin kemitraan dengan 
masyarakat secara langsung  dan menjadi contoh atau teladan 
bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan terhadap hukum. 
3. Perlunya menindak tegas oknum-oknum atau kelompok yang 
sering terlibat dalam melakukan kejahatan di kota Makassar 
dengan cara seperti itu maka selain memberikan jaminan rasa 
aman akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 
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